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MOTTO 

 

“lalu Ia berfirman : Aku sendiri hendak membimbing engkau dan 

memberikan ketentraman kepadamu” 

( Keluaran 33:14 ) 

“Green Leaves may fade, but wisdom is evergreen” 

( Belerick ) 

 

“A lesson without pain is meaningless. For you cannot gain something 

without sacrificing something else in return. But once you have 

recovered it and made it your own…You will gain an irreplaceable 

Fullmetal heart 

( Edward Elric ) 

 

 

 

 

      Skirpsi ini dipersembahkan untuk : 

• Kedua Orang Tuaku 

• Keluarga Besarku 

• Teman dan Sahabatku 

• Almamater FH UNSRI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas, yang selanjutnya 

disebut perseroan: “adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”Selanjutnya menurut pendapat 

Henry Campbell Black, Perseroan Terbatas adalah suatu badan intelektual (intellectual 

body) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang 

bernaung di bawah satu nama bersama, di mana Perseroan Terbatas tersebut sebagai 

badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-

ubah. 1 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perseroan sebagai badan hukum 

mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu merupakan persekutuan, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha serta Perseroan Terbatas lahir 

melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.2 

 
1 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 

2003, hlm.3 
2 Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, Kamus Lengkap Ekonomi, Citra Harta 

Prima Jakarta, Cetakan Pertama, 2000, hlm.28 
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Alasan utama mengapa banyak pelaku bisnis di Indonesia lebih memilih melahirkan 

perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas selain karena pertanggungjawabannya 

yang bersifat terbatas, sistem kepemilikan perusahaan dalam bentuk PT lebih jelas 

dibandingkan perusahaan dalam bentuk yang lain. Modal dasar dari PT sendiri menurut 

Pasal 31 Ayat 1 UUPT terdiri dan terbagi atas saham atau sero. Sehingga status 

kepemilikan atas PT ditentukan oleh seberapa banyak saham yang dimiliki oleh 

seseorang. 

 Menurut Pasal 1 Angka (1) UUPT, Perseroan Terbatas merupakan persekutuan 

modal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa surat saham merupakan bagian modal 

suatu perseroan. Secara lengkap dapat diartikan sebuah surat (benda bergerak) yang 

diterbitkan sebagai bukti bahwa pemiliknya yang ikut serta dalam modal perusahaan , 

sehingga pemegang surat saham tersebut juga sebagai pemilik perusahaan tersebut. 

Black’s law dictionary menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan saham (share of 

corporate stock) adalah bagian proporsional dari hak-hak tertentu dalam manajemen 

dan profit dari suatu perusahaan selama masa eksistensinya, dan dalam asetnya 

manakala perusahaan dibubarkan.3 

 Menurut Pasal 52 Ayat 1 UUPT, salah satu hak pemilik saham adalah 

menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi 

 
3  James Julianto Irawan, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan 

Praktis,Paramedia Group, Jakarta, 2014, hlm.166 
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dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala 

wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisiaris perseroan. RUPS 

mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang 

berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.4 

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan 

kepada pemiliknya. Sehingga Hak tersebut dapat dipertahankan oleh pemiliknya  

terhadap setiap orang. Sifat ini dipertegas dengan adanya daftar pemegang saham yang 

merupakan alat bukti bagi perseroan atas setiap kepemilikan saham dalam perseroan. 

Ketentuan ini diperkuat dengan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS perseroan 

untuk setiap bentuk pengalihan, baik penjualan maupun bentuk-bentuk pengalihan 

lainnya (serta penjaminan saham oleh pemiliknya), yang mana pengalihan ataupun 

penjaminan saham baru akan efektif bagi perseroan segera setelah pengalihan atau 

penjaminan tersebut dicatatkan pada perseroan, menurut bentuk-bentuk formalitas 

yang diakui dan diterima oleh perseroan.5 

Salah satu bentuk pengalihan hak atas saham adalah dengan cara 

dihibahkan.Pengaturan tentang Hibah terdapat dalam Pasal 1666 sampai dengan  Pasal 

1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan  Pasal 1666 

KUHPerdata : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu 

 
4 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2006, hlm.78 
5 Ibid, hlm.67 
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hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan 

sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”  

Penghibahan digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian cuma-cuma 

atau “om niet”, dalam perkataan “dengan cuma – cuma” ditujukkan adanya prestasi 

dari satu pihak saja, sedangkan satu pihak tidak perlu memberikan kontra prestasinya.6 

Undang-undang tidak mengakui hibah lain selain hibah-hibah di antara orang-

orang yang masih hidup.  Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para 

pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut dengan 

akta notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerdata. Pada Pasal 

1682 KUHPerdata dijelaskan bahwa : “Tiada suatu penghibahan pun kecuali 

termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah 

aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka 

penghibahan itu tidak sah”. Perlu diketahui bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1687 

KUHPerdata, hibah atas benda bergerak yang berwujud atau surat piutang tidak 

memerlukan akta notaris dan sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada 

penerima hibah. 

Lebih lanjut Pasal 1683 KUHPerdata menjelaskan : “Tiada suatu penghibahan 

pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima 

 
6 Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.94 
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dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah 

diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.” 

Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu 

dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus 

disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal 

demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu 

diberitahukan dengan resmi kepadanya. Akan tetapi, hibah atas benda-benda bergerak 

yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan 

akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada 

penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan 

kepada penerima hibah.7 

Pasal 60 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa : “Saham merupakan benda 

bergerak dan memberikan sejumlah hak kepemilikan kepada pemegangnya untuk 

mengadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividend dan 

sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-

Undang PT.” Sesuai penjelasan pasal diatas saham sebagai benda bergerak 

kepemilikannya dapat dipindahkan atau dialihkan. karena menurut Pasal 509 

KUHPerdata benda bergerak itu sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat 

dipindahkan. Kemudian mengenai pemindahan saham, Pasal 55 UUPT mengatur 

 
7 Sofia Hasanah, Bisahkah Saham Dihibahkan, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl479/bisakah-saham-dihibahkan/ diakses 

pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 19.23 
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bahwa: “Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Menurut Pasal 48 Ayat 1 jo Pasal 56 Ayat 1 UUPT 2007 dijelaskan ,Pasal 48 

Ayat 1 : “Bahwa saham atas perseroan saat ini dikeluarkan atas nama pemiliknya” serta 

dalam Pasal 56 Ayat 1 dijelaskan pula : “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan 

cara akta pemindahan.” Menurut Pasal 56 Ayat 1 UUPT, yang dimaksud dengan akta 

adalah akta dalam bentuk cessie.  

Cessie adalah cara pengalihan dana atau penyerahan piutang atas nama 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 613 KUHPer.8 Namun demikian,  kata cessie 

tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. 

Sebagai bagian dari cara penyerahan, cessie selain tunduk terhadap hukum 

perjanjian juga tunduk terhadap hukum benda, khususnya yang mengatur tentang 

penyerahan piutangatas nama. Dalam hukum benda pengertian benda (Zaak) 

mencakup benda berwujud yang biasa dikenal dengan barang  (Goed) dan benda tidak 

berwujud atau biasa disebut dengan hak (Recht). Baik benda berwujud maupun yang 

tidak berwujud  dalam terminologi hukum dibedakan lagi antara benda bergerak dan 

benda tidak bergerak. Seperti yang kita ketahui ketentuan tentang perpindahan hak atas 

saham diatur dalam anggaran dasar masing-masing Perseroan Terbatas dimana isi 

 
8  Soeharnoko dan Endah hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie,Kencana, 

Jakarta, 2010, hlm.101 
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anggaran dasar tersebut merupakan hasil kesepakatan dari para pendiri saham dan 

setiap Perseroan Terbatas.  

Berangkat dari ketentuan tentang pengalihan hak atas saham, dalam UUPT 

sendiri tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus terkait pengalihan hak atas 

saham melalui hibah. Selanjutnya dalam Pasal 57 Ayat (1) UUPT merumuskan bahwa 

: “Dalam  anggaran  dasar  dapat  diatur persyaratan   mengenai   pemindahan   hak   

atas saham, yaitu:  

a. keharusan  menawarkan  terlebih  dahulu kepada pemegang saham dengan 

klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; 

b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; 

dan/atau 

c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu   dari   instansi   yang   

berwenang   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” 

 Hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah dalam Pasal 57 Ayat (1) 

huruf a UUPT yang mana menerangkan PT dapat mengatur ketentuan apabila 

pemegang saham ingin mengalihkan sahamnya, ia terlebih dahulu wajib menawarkan 

sahamnya kepada pemegang saham lainnya. Klausul “dapat” dalam sebuah rumusan 

pasal bisa memberikan penafsiran yang berbeda karena klausul “dapat” berarti sebuah 

Perseroan Terbatas diperbolehkan untuk mengatur syarat - syarat   pemindahan   hak   

atas   saham   dalam anggaran dasarnya, namun tidak harus. Sebab, tidak terdapat sanksi 

bagi Perseroan Terbatas yang tidak  menetapkan  persyaratan  pemindahan  hak atas 
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saham dalam anggaran dasarnya. Sedangkan pada Pasal 58 Ayat (1) UUPT 

merumuskan: “Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual 

menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi  tertentu  

atau  pemegang  saham  lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung 

sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, 

pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak 

ketiga.” Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan norma 

antara Pasal 57 Ayat (1) huruf a dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT. 

Sebagaimana yang dijelaskan pasal tersebut, diketahui bahwa Perseroan 

Terbatas yang dalam anggaran dasarnya mengharuskan persyaratan sebagaimana  

dimuat  dalam  Pasal  57  Ayat  (1), wajib mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh 

UUPT.9 Tentunya hal ini mempersulit pemilik saham untuk menghibahkan sahamnya 

ke pihak lain karena dia harus menawarkan sahamnya terlebih dahulu ke pemegang 

saham lainnya. Selain itu, dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa PT dapat 

mengatur dalam anggaran dasar bahwa pemegang saham harus mendapat persetujuan 

organ PT dalam mengalihkan saham. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan karena 

ada klausul “dapat” dalam Pasal tersebut. Sehingga, PT bisa tidak mencantumkan 

ketentuan mendapatkan persetujuan organ PT dalam mengalihkan saham, terutama 

dengan cara hibah. Terlebih lagi dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan RUPS yang 

 
9 I Wayan Suka Antara Yasa, Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui 

Hibah, Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 2020, Vol. 4 No. 1 
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berwenang untuk itu. Sehingga pemegang saham berpotensi melakukan praktik 

menghibahkan saham secara diam – diam yang mana perbuatan tersebut bertentangan 

dengan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik maupun ketentuan dalam 

perjanjian secara umum. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

dengan judul “Aspek Yuridis Penghibahan Saham Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diperlukan perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur menghibahkan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ? 

2. Apa akibat hukum penghibahan saham kepada pihak lain yang tidak melalui 

persetujuan RUPS terlebih dahulu? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur menghibahkan saham menurut 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum  penghibahan saham kepada 

pihak lain yang tidak melalui persetujuan RUPS terlebih dahulu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu 

pengetahuan terkhusus ilmu hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada 

umumnya 

2. Manfaat Praktis 

Secara Praktis, Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pembaca dan juga sebagai bahan untuk kajian para akademis dalam menambah 

wawasan pengetahuan terutama di bidang hukum perusahaan yang berkaitan dengan 

praktik penghibahan saham serta penyelesaian masalah yang timbul 

E. Ruang Lingkup 

 Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini 

meliputi materi berupa ketentuan normatif mengenai perjanjian hibah atas saham 

Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas, sementara ruang lingkup dalam bidang ilmu adalah ilmu 
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keperdataan dalam kajian hukum Perusahaan dan hukum perjanjian khususnya dalam 

hukum perjanjian hibah. 

F. Kerangka Teori 

Teori dipakai untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik 

atau proses tertentu terjadi.10 Sedangkan kerangka teori adalah kerangka hipotesis yang 

menunjukkan keterangan situasi masalah.11Kerangka teori merupakan landasan dari 

teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari 

permasalahan yang dianalisis.  

Berikut beberapa teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, antara 

lain : 

1. Teori Perjanjian 

 Teori perjanjian atau kontrak memiliki arti yang penting dalam kehidupan 

masyarakat, hal ini disebabkan karena teori ini menganalisis hubungan antara subjek 

hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya.12 Buku III KUHPerdata mengatur 

tentang Verbintenissenrecht, dimana tercakup pula istilah Overeenkomst. Dikenal dari 

3 terjemahan Verbintenis, yaitu perikatan, perutangan, dan perjanjian, sedangkan 

 
10  J. J. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,Asas-Asas, Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.20 
11 Buchari Lapau, Metode Penelitian Kesehatan : Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, 

Tesis dan Disertasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.32 
12 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitia 

Disertasi dan Tesis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.239 
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Overeenkomst ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.13Pengertian dari 

perjanjian itu sendiri terdapat dalam Buku III dan Bab II pada Pasal 1313 KUHPerdata 

yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”14 

 Subekti menguraikan arti dari perjanjian. Menurutnya, suatu perjanjian dimana 

ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang 

tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu 

perikatan antara dua orang yang membuatnya.15 Suatu perjanjian memiliki beberapa 

unsur, antara lain : 

a. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia 

kodrati dan badan hukum (recht person). Dalam hal para pihak manusia, maka orang 

tersebut harus terlah dewasa atau cakap. 

b. Ada persetujuan antara para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-

menawar (bargaining) atau consensus dalam perjanjian. 

c. Ada satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, yang tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum 

 
13  Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 

2009, hlm.41 
14 Ibid, hlm.42 
15 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermesa, Jakarta, 1996, hlm.1 
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d. Ada prestasi yang harus dilakukan oleh satu pihak dan dapat dituntut oleh pihak 

lainnya, begitu juga sebaliknya 

e. Ada bentuk tertentu, yang dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta otentik 

ataupun dibawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan 

f.  Ada syarat-syarat tertentu menurut undang- undang, agar suatu perjanjian yang 

dibuat menjadi sah.16 

 Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memenuhi empat 

syarat utama agar dapat mengikat kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum, 

syarat-syarat tersebut adalah: 

1. Adanya  kesepakatan kedua belah pihak 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

3. Suatu pokok persoalan tertentu 

4. Adanya sebab-sebab yang diperbolehkan 

 Adanya kesepakatan kedua belah pihak dan adanya kecakapan untuk 

melakukan atau membuat suatu perjanjian disebut dengan syarat subyektif dan dua 

syarat selanjutnya disebut dengan syarat objektif. 

 
16 Abdu Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Adytia, 1982, hlm.78 
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 Ada beberapa teori yang  menjelaskan saat-saat terjadinya perjanjian antara 

pihak, yaitu :17 

1. Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat 

kehendak  pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat 

2. Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat 

kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. 

3.Teori pengetahuan (vernemingtheorie) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan 

seharusnya sudah mengetahui tawarannya diterima 

4. Teori kepercayaan (vertrouwentheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi 

pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang   

menawarkan. 

Dalam hukum perjanjian dikenal pula adanya tiga asas penting, yakni asas 

konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas pacta sunt servanda. 

1. Asas Konsensualisme 

Asas ini menerangkan bahwa suatu perikatan itu terjadi atau ada sejak saat 

tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, suatu 

perjanjian telah sah apabila telah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak 

 
17 Mariam Darus Badrulzaman,dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 

Jakarta, 2001, hlm.74 
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lagi memerlukan suatu formalitas.18 Kesepakatan itu dapat berbentuk lisan maupun 

tulisan. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-

syarat sahnya perjanjian.19 

2. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan 

kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan 

perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, persyaratan, serta 

pelaksanaannya, menentukan sendiri bentuk perjanjian, baik lisan atau tulisan20.  

Namun asas ini dibatasi oleh: 

1) Tidak dilarang oleh undang-undang 

2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan 

3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.21 

3. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas ini merupakan suatu akibat dari suatu perjanjian, yaitu berhubungan dengan 

mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 

 
18 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermesa, Jakarta, 1990, hlm.1 
19  Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment berbasis 

nilai keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2017, Vol. 4 No. 1 
20 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 

2007,  hlm. 57 
21  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya bakti, Bandung, 1990, 

hlm.84 
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KUHPerdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 

bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

2. Teori Badan Hukum 

Badan hukum adalah  pemangku hak dan kewajiban (a right, and duty bearing 

unit), yang merupakan manusia tanpa tubuh (bodiless) dan tanpa jiwa (soulless).22 

Menurut R. Soebekti berpendapat bahwa badan hukum ialah perkumpulan atau badan 

yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan 

tersendiri, serta dapat menggugat maupun digugat dihadapan hakim.23 Dalam ilmu 

hukum, terdapat berbagai teori mengenai badan hukum sebagai sarana untuk 

mengetahui hakikat dari badan hukum, diantaranya  :24 

1. Teori Fiksi 

Pelopor dari teori ini ialah Friedrich Carl von Savigny. Menurut teori ini, suatu 

badan hukum hanyalah semata-mata buatan dari Negara saja. Badan hukum adalah 

sesuatu yang fiksi atau dengan kata lain adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak 

ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan  sebagai suatu subjek 

hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Jadi orang 

bertindak seoalah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu 

 
22  Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, cetakan ke-1, 

Kencana, Jakarta, 2013, hlm.169. 
23 Chidir Ali, Badan hukum, Alumni, Bandung, 1999, hlm.18 
24 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, 

Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 7 
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tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah 

manusia sebagai wakilnya. 

2. Teori Kekayaan Bertujuan 

Dalam teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun ada 

kekayaan yang bukan menjadi kekayaan seseorang, kekayaan tersebut terikat pada 

tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak dimiliki inilah yang kemudian disebut badan 

hukum. Badan hukum diberi kedudukan seperti manusia karena memiliki hak dan 

kewajiban berupa hak atas harta kekayaan dan dengan itu memiliki kewajiban-

kewajiban kepada pihak ketiga. 

3. Teori Organ 

Menurut teori ini badan hukum itu  seperti manusia, menjadi suatu penjelmaan yang 

benar-benar ada dalam pergaulan hukum. Badan hukum merupakan suatu badan 

yang membentuk kehendaknya dengan perantara organ-organ badan hukum 

tersebut. Badan hukum itu bukan sesutau yang abstrak dan bukan kekayaan yang 

tidak bersubjek. Tetapi merupakan suatu organisme yang riil, yang menjelma 

sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri 

dengan perantara organ-organ yang ada padanya. 

4. Teori Kekayaan Bersama 

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya menjadi hak 

dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-samaorang-orang tersebut 



18 
 

 

berhimpun menjadi sutu kesatuan  dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan 

badan hukum. 

5. Teori Kenyataan Yuridis 

Menurut teori ini, badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit, dan riil meskipun 

tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Badan hukum 

dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang 

diciptakan oleh hukum. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

 Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan 

perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak 

yang diberikan oleh hukum.25 

 Perlindungan hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan 

suatu penyempitan makna dari kata perkindungan, dalam hal ini berarti hanya 

perlindungan dalam hukum saja. Perlindungan yang dijamin oleh hukum, terkait 

dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia atau badan hukum 

 
25 Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000, hlm. 53 
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sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia atau badan hukum lain serta 

lingkungannya.26 

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, antara 

lain:27 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud 

untuk mencegah suatu pelanggaran atau member batasan-batasandalm melakukan 

suatu kewajiban. 

2. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi 

seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila suatu 

pelanggaran telah terjadi dengan tujuan untuk menaggulangi pelanggaran tersebut. 

Berkaitan dengan penghibahan saham, terdapat perlindugan hukum untuk 

penerima hibah. Salah satunya terdapat dalam Pasal 1668 KUHPerdata, bahwa si 

pemberi hibah tidak boleh memperjanjikan ia tetap berkuasa untuk menjual atau 

 
26   Setiono, Rule of law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3 
27 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, hlm. 25 
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memberikan kepada orang lain, yang artinya hak milik atas benda tersebut tetap ada 

padanya. Akibat hukumnya penghibahan menjadi batal. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode. 

Sistematika, dan pemikiran, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran secara 

metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya menggunakan cara atau 

metode tertentu, sistematis artinya dengan menggunakan sistem tertentu, dan konsisten 

berarti tidak ada hal bertentangan dalam kerangka tertentu.28 Fungsi dari penelitian 

adalah guna mendapatkan kebenaran. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara 

religius dan metafisis, melainkan dari segi epistemologi.29 

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan 

tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan 

dan mengantisipasi masalah.30Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 
28  Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,PT Citra Adytia Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 2 
29  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi,, Kencana, Jakarta, 2017, 

hlm.20 
30   Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Prenadademia, Depok, 2016, hlm.3 
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1. Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis 

normatif yang disebut juga dengan istilah penelitian hukum dogmatik atau penelitian 

hukum teoritis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang 

mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, berupa aspek sejarah, teori, struktur, 

perbandingan, filosofis, lingkup dan materi, Pasal demi Pasal, penjelasan umum, dan 

konsistensi.31Penelitian ini mengkaji secara normatif peraturan perundang-undangan 

serta ketentuan-ketentuan penghibahan saham Perseroan Terbatas. 

2. Pendekatan Penelitian  

 Terdapat 2 pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, 

yaitu: 

1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah semua Undang-Undang yang bersangkut paut dengan masalah hukum 

yang sedang ditangani, antara lain mempelajari konsistensi dan kesesuaian serta 

memahami ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan masalah 

yang dihadapi.32 Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-

 
31 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 102 
32  M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 

2007, hlm.58 
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Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas. 

2) Pendekatan Konsep (conceptual approach)  

Menurut Peter Mahmud, pendekatan konsep hukum adalah pendekatan yang 

beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam 

ilmu hukum.33 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan  bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi 

kepustakaan, yaitu studi pengumpulan data yang berupa literatur, Perundang-

undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian penulis 

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, 

yaitu : 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum 

mengikat. Contoh bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan 

 
33 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 177 
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peraturan lainnya.34  Dalam skripsi ini, bahan-bahan hukum primer yang diperlukan, 

antara lain: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756; 

2 .Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, 

hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yeng memberikan penjelasan yang 

berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus 

hukum, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan literatur-literatur lainnya yang 

bersifat karya ilmiah berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. 

 

 

 
34 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2003, hlm. 33 
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5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan setelah diperoleh semua bahan hukum yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, dimana analisis ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum agar tersusun secara 

sistematis dan ringkas sehingga diharapkan akan timbul sekaligus dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari bahan-bahan hukum tersebut  yang dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini.35 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Dalam skripsi ini, teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah 

secara deduktif. Penarikan kesimpulan ini merupakan pernarikan kesimpulan yang 

dimulai dengan hal-hal bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus atau jika 

dikaitkan dengan ilmu hukum, hal-hal yang diawali dari suatu hukum menuju hal-hal 

yang bersifat konkret.36 

 

 

 

 

 
35  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 319 
36 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 247 
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